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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah sistem transliterasi Arab latin 

berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI No. 158/1987 dan No. 0543 

b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis 

kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata 

Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus 

linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman 

transliterasi itu adalah sebagai berikut 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif - tidak dilambangkan ا

 - Bā B ب

 - Tā T ت

 Śā ṡ s (dengan titik diatasnya) ث

 - Jīm j ج

 Hā ḥ h (dengan titik di bawahnya) ح

 - Khā Kh خ

 - Dal D د 

 Żal Ż z (dengan titik di atasnya) ذ 

 - Rā r ر

 - Zai z ز

 - Sīn s س

 - Syīn sy ش

 Şād ṣ s (dengan titik di bawahnya) ص

 Dād ḍ d (dengan titik di bawahnya) ض

 Ţā ṭ t (dengan titik di bawahnya) ط

 Zā ẓ z (dengan titik di bawahnya) ظ

 Ain ‘ koma terbalik (di atas) ‘ ع

 - Gain G غ

 - Fā F ف

 - Qāf Q ق

 - Kāf K ك
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 - Lām L ل

 - Mīm M م

 - Nūn N ن

 - Wāwu W و

 - Hā H ه

 ′ Hamzah ء
apostrof, tetapi lambang ini 

tidak dipergunakan di awal kata 

 - Yā Y ي

B. Konsonan Rangkap 

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap. 

Contoh:  أحمدية ditulis Ahmadiyyah 

C. Tā Marbutah di akhir kata 

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap 

menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya. Contoh:  

 ditulis jamā’ah جماعة

2. Bila dihidupkan ditulis t Contoh:  كرامة الأولياء ditulis karāmatul-auliyā′ 

D. Vokal Pendek 

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u 

E. Vokal Panjang 

A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing 

dengan tanda hubung ( - ) di atasnya. 

F. Vokal Rangkap 

Fathah + yā tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai 

Fathah + wāwu mati ditulis au 

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

apostrof ( ′ )  

Contoh:  أأنتم ditulis a′antum مؤنث ditulis mu′annaś 

H. Kata Sandang Alif + Lam 

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al- Contoh:  القرآن ditulis Al-Qura′ān 

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf 1 diganti dengan huruf syamsiyyah yang 

mengikutinya. Contoh:  الشيعة ditulis asy-Syī‛ah 

I. Huruf Besar 

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD 
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J. Kata dalam rangkaian frasa atau kalimat 

1. Ditulis kata per kata, atau 

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut. Contoh:  

الإسلامشيخ   ditulis Syaikh al-Islām atau Syakhul-Islām 
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MOTTO 

Di dunia tanpa batas, pengawasan menjadi penuntun moral. 
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ABSTRAK 

Rakasiwi, Dista. 2025. Kewenangan Pengawasan Terhadap Penyiaran Media 

Digital di Indonesia. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas 

Syariah. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid 

Pekalongan. Agung Barok Pratama, M.H 

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan kewenangan pengawasan dan akibat hukum 

dari pengawasan terhadap penyiaran media digital di Indonesia. Latar belakang 

penelitian ini adalah lemahnya pengawasan terhadap media digital yang berpotensi 

melanggar nilai moral, etika, maupun hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

menganalisis pelaksanaan kewenangan pengawasan terhadap penyiaran media 

digital di Indonesia serta menilai akibat hukumnya. Kegunaan penelitian ini 

diharapkan memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu hukum tata 

negara dan manfaat praktis sebagai dasar penguatan kewenangan lembaga 

pengawas media digital di Indonesia. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan 

perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual 

approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa 

peraturan perundang-undangan seperti UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang 

Penyiaran dan UU Nomor 11 Tahun 2008 jo. UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik, bahan hukum sekunder berupa literatur dan 

jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum. Analisis data 

dilakukan secara kualitatif dengan teori kewenangan Philipus M. Hadjon yang 

membedakan atribusi, delegasi, dan mandat, 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan pengawasan terhadap penyiaran 

media digital di Indonesia merupakan kewenangan dari komdigi, namun dari 

kewenangan tersebut masih terdapat celah yang menyebabkan konten-konten 

negatif  terlepas dari pengawasan sehingga diperlukan penguatan kewenangan 

pengawasan dari komdigi. Akibat hukumnya Adalah ketidakpastian hukum, 

lemahnya perlindungan hak konstitusional warga negara, ketidakefektifan 

lembaga. 

Kata Kunci: Kewenangan, Pengawasan, Penyiaran, Media Digital, 

Komdigi, KPI. 
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ABSTRACT 

Rakasiwi, Dista. 2025. The Authority of Supervision over Digital Media 

Broadcasting in Indonesia. Thesis of the Constitutional Law Study Program, 

Faculty of Sharia. State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid 

Pekalongan. Agung Barok Pratama, M.H 

This research examines the implementation of supervisory authority and the legal 

implications of supervision over digital media broadcasting in Indonesia. The 

background of this study lies in the weak supervision of digital media, which often 

results in violations of moral, ethical, and legal values. The purpose of this 

research is to analyze the implementation of supervisory authority over digital 

media broadcasting in Indonesia and to assess its legal consequences. The study is 

expected to provide theoretical contributions to the development of constitutional 

law and practical benefits as a foundation for strengthening the authority of digital 

media supervisory institutions in Indonesia. 

This research employs a normative juridical method with a statute approach and 

a conceptual approach. The legal materials used consist of primary legal materials 

in the form of statutory regulations such as Law Number 32 of 2002 concerning 

Broadcasting and Law Number 11 of 2008 in conjunction with Law Number 1 of 

2024 concerning Electronic Information and Transactions, secondary legal 

materials in the form of literature and scholarly journals, and tertiary legal 

materials such as legal dictionaries. The data were analyzed qualitatively using 

the theory of authority by Philipus M. Hadjon, which distinguishes between 

attribution, delegation, and mandate. 

The results of this study indicate that the supervisory authority over digital media 

broadcasting in Indonesia lies with the Ministry of Communication and Digital 

(Komdigi). However, gaps in the exercise of this authority have allowed negative 

or harmful content to escape supervision, highlighting the need to strengthen 

Komdigi’s supervisory powers. The legal implications of this condition include 

legal uncertainty, weak protection of citizens’ constitutional rights, and 

institutional ineffectiveness. 

Keywords: Authority, Supervision, Broadcasting, Digital Media, Komdigi, 

KPI. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Media merupakan salah satu alat yang berfungsi untuk menyalurkan pesan 

atau informasi supaya dapat melaksanakan fungsi dengan benar, maka media harus 

menjalankan regulasinya secara profesional.1 Media digital merupakan suatu 

media elektronik yang disimpan dalam format digital yang dapat digunakan 

sebagai penyimpanan, memancarkan, serta menerima informasi yang 

terdigitalisasi.2  Maraknya dalam penyiaran media digital saat ini yaitu konten 

digital. Dalam media menayangkan konten digital yaitu bagian  dari  media  digital  

yang  digunakan  dalam  strategi  pemasaraan berisikan  informasi berupa 

rancangan  gambar,  video,  teks  (tulisan),  audio  atau  media,  atau  dapat dikatakan 

bahwa penyebaran konten ditujukan kepada audiens online atau pengguna 

internet3. Perkembangan media digital telah mengubah cara masyarakat Indonesia 

menerima dan menyebarkan informasi. Namun, kemajuan ini juga menimbulkan 

tantangan baru berupa pelanggaran etika dan hukum dalam penyiaran konten 

digital, seperti ujaran kebencian, pencemaran nama baik, serta penyebaran konten 

bermuatan pornografi. 

Berdasarkan riset sumber databoks, menurut laporan terbaru We Are Social, 

WhatsApp adalah aplikasi media sosial yang paling banyak digunakan di Indonesia 

pada bulan Januari  2024.4  Dari berbagai penggurna internet di Indonersia yang 

berursia 16-64 tahun, mayoritas atau 90,9%-nya tercatat memakai aplikasi tersebut. 

Di posisi kedua terdapat Instagram menempati posisi kedua dengan proporsi 

pengguna 85,3%, diikuti Facebook 81,6%, dan TikTok 73,5%. Dengan banyaknya 

 
1 Ernawati, Nugraheni Yemima Sonita, “Pembatasan Konten Digital Pada Media Netflix Oleh Komisi 

Penyiaran Indonesia”, 2020, Jurnal Perspektif Vol 25 No 1 , Hlm 45 
2 Maryla Fatira, “Pembelajaran Digital”, 2021, Hlm 97 
3 Charity Serepina Sihotang, Ira Wikartika, “Pemberdayaan UMKM di Kelurahan Bendo Melalui 

Manajemen Konten Digital di Saat Pandemi COVID-19”, 2022,  Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Volume 

2 Nomor 1. 2 

4 Cindy Mutia Annur , (2024), “Databooks We Are Social Ini Media Sosial Paling Banyak Digunakan di 

Indonesia Awal 2024”  https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/66ea436ab12f2/ini-

media-sosial-paling-banyak-digunakan-di-indonesia awal-2024 diakses pada 14 Oktober 2024 
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pengguna media digital di Indonesia sangatlah memerlukan pengawasan 

terhadapnya. 

Pengawasan terhadap penyiaran media digital di Indonesia sudah diawasi 

melalui komdigi yang menjalankan fungsi berdasarkan amanat Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2024 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo. Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam 

Pasal 40 ayat 2b yang berbunyi, 

“Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan 

penggunaan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang 

memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.” 

Dalam praktiknya, pengawasan terhadap media digital masih belum efektif 

seperti kasus yang terjadi pada Vivi. Warga Indonesia bernama Vivi Nathalia 

pernah terjerat pasal pencemaran nama baik di Undang-Undang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (UU ITE) yang terpidana gara-gara menuliskan curahan hati 

(curhat) soal utang piutang di media sosial (medsos) facebook5. Curhatan Vivi di 

media sosial facebook justru membuatnya dilaporkan atas pencemaran nama baik 

dan Pengadilan Negeri Jakarta Barat memvonis Vivi hukuman percobaan selama 

dua tahun. Vivi dinyatakan bersalah memuat penghinaan dan pencemaran nama 

baik. Vonis itu dikuatkan Pengadilan Tinggi Jakarta. Tindakan Vivi ini berdasarkan 

Pasal 27 ayat (3) UU ITE bahwa,  

“Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik 

dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau 

pencemaran nama baik.” 

Pelanggaran UU ITE tersebut dapat diadukan ke Komdigi, sesuai dengan 

amanat Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 

tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif, saat ini masyarakat dapat 

menyampaikan laporan pengaduan mengenai situs web yang diduga mengandung 

konten negatif dan melanggar UU ITE. 

 
5 Kadek Melda Luxiana, "Cerita Vivi Jadi 'Korban Pasal 27' UU ITE Gegara Curhat soal Piutang di FB," 

news.detik.com 20 Maret 2021, https://news.detik.com/berita/d-5500879/cerita-vivi-jadi-korban-pasal-27-uu-ite-

gegara-curhat-soal-piutang-di-fb, diakses Selasa 19 November 2024 pukul 19:33  

https://news.detik.com/berita/d-5500879/cerita-vivi-jadi-korban-pasal-27-uu-ite-gegara-curhat-soal-piutang-di-fb
https://news.detik.com/berita/d-5500879/cerita-vivi-jadi-korban-pasal-27-uu-ite-gegara-curhat-soal-piutang-di-fb
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Melihat kasus Vivi diatas, saat ini banyak orang belum memiliki pemahaman 

yang memadai tentang cara menggunakan media sosial secara positif dan 

menghindari dampak negatifnya. Salah satu dampak negatif yang sering terjadi 

adalah penyebaran berita yang mengandung penghinaan, pencemaran nama baik, 

atau ujaran kebencian.6 Awalnya, pengguna media sosial hanya ingin 

mengungkapkan  perasaannya melalui status, namun sering kali lupa bahwa kata-

kata tersebut dapat dibaca oleh semua orang dan menjadi konsumsi publik.  

Pengawasan terhadap penyiaran digital seharusnya dilakukan secara 

komprehensif, efektif, dan berlandaskan hukum yang relevan dengan 

perkembangan teknologi. Regulasi seperti UU ITE dan UU Penyiaran idealnya 

berfungsi untuk melindungi kebebasan berekspresi sekaligus menjaga moral 

publik, namun hingga kini implementasinya belum maksimal. Hal ini 

menunjukkan bahwa sistem hukum dan lembaga pengawasan di Indonesia perlu 

diperkuat.  

Oleh karena itu, penting untuk meneliti kewenangan pengawasan terhadap 

penyiaran media digital di Indonesia, agar pelaksanaan pengawasan sesuai dengan 

prinsip kepastian hukum dan dapat menjawab tantangan era digital. 

B.  Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah :  

1. Bagaimana pelaksanaan kewenangan perngawasan terrhadap pernyiaran 

media digital di Indonesia? 

2. Bagaimana akibat hukum dari pengawasan terhadap penyiaran media 

digital? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penulisan ini adalah :  

1. Mernjelaskan pelaksanaan kewenangan perngawasan terrhadap pernyiaran 

media digital. 

2. Mernjelaskan akibat hukum dari pengawasan terhadap penyiaran me rdia 

digital. 

 

 
6 Rohayanti, “Ujaran Kebencian dan Berita Bohong BerdasarkanPerspektif Sosiologi Hukum Ditinjau 

dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”, 2024, Vol 5 No 8, hlm 2. 
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D. Manfaat Penelitian 

Turlisan ini diharapkan mermberrikan manfaat kerpada:  

1. Manfaat Teroritis 

Hasil yang diharapkan dari tu rlisan ini dapat mampu r mermberrikan 

pernjerlasan merngernai pelaksanaan perngawasan dalam pe rnyiaran media 

digital. 

2. Manfaat Praktis 

Diharapkan dari turlisan ini mermberrikan manfaat praktis yaitu r mermberri 

rerferrernsi terrhadap kerwernangan perngawasan terhadap rhadappernyiaran merdia digital 

di Indonesia. 

E.  Kerangka Teori 

Terori yang digurnakan dalam pernerlitian turgas terrakhir ini adalah : 

1. Terori Kerwernangan  

Tindakan yang akan diambil pe rmerrintah haru rs didasarkan pada kerwernangan 

yang sah. Perndapat be rberrapa ahli merngernai kerwernangan serrta su rmberr kerwernangan 

sangatlah berragam, ada yang me rngaitkan kerwernangan  dan ke rkurasaan, ada pu rla 

yang mermberdakan antara atribu rsi, derlergasi, dan mandat. Philipu rs M. Hadjon 

merngatakan bahwa se rmura tindakan permerrintahan didasarkan haru rs berrturmpur atas 

kerwernangan yang sah. Ke rwernangan terrserburt diperrolerh pada tiga su rmberr, yaitu r 

atribursi, derlergasi, dan mandat.7 

Philipurs M Hadjon  me rmburat perrberdaan antara derlergasi dan mandat. Ke rtika 

suratur lermbaga permerrintah mernderlergasikan su ratur proserdurr  kerpada lermbaga lain 

sersurai derngan kerternturan hurkurm, tanggurng jawab dan aku rntabilitas diserrahkan 

kerpada derlergasi terrserburt. Perrwakilan hanya dapat me rnggurnakan kerkurasaan 

terrserburt kermbali se rterlah dicaburt, mernurrurt asas “contrariurs acturs”. Artinya, dalam 

hal perraturran perru rndang-urndangan yang diperrsamakan atau r lerbih tinggi, maka 

perrurbahan atau r perncaburtan  perraturran perlaksanaan u rndang-urndang terrserburt 

dilakurkan olerh instansi yang me rnerrbitkan perraturran terrserburt. Peneliti 

menggunakan teori kewenangan Phillip M. Hadjon dalam penelitian ini adalah 

karena teori tersebut memberikan dasar konseptual untuk memahami sumber, 

bentuk, dan batas pelaksanaan kewenangan lembaga-lembaga negara dalam 

 
7 Philipus M. Hadjon, “Tentang Wewenang”, (dalam YURIDIKA, No. 5&6 Tahun XII, September-

Desember, 1997). 1 
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konteks pengawasan media digital di Indonesia. Dengan teori ini, dapat dianalisis 

secara sistematis apakah kewenangan yang dimiliki oleh lembaga seperti Komisi 

Penyiaran Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Digital merupakan 

kewenangan atribusi, delegasi, atau mandat, serta sejauh mana kewenangan 

tersebut dijalankan. 

 

2. Teori Pengawasan 

Menurut Philipus M. Hadjon (1993), pengawasan adalah suatu proses dalam 

hukum administrasi negara yang bertujuan untuk menjamin agar tindakan atau 

keputusan pejabat administrasi pemerintahan tetap berada dalam koridor hukum 

dan tidak menyalahgunakan kewenangan (abuse of power). Pengawasan 

merupakan salah satu sarana untuk menjamin agar administrasi pemerintahan 

berjalan sesuai dengan hukum, asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta 

untuk mencegah dan menindak penyalahgunaan wewenang oleh pejabat 

administrasi. Sebagaimana yang dikemukakan Phillipus M Hadjon8, mengenal 

bentuk-bentuk pengawasan, yaitu : 

a. Pengawasan Preventif 

Hadjon menyebut pengawasan preventif sebagai “upaya pengendalian 

awal” untuk memastikan tindakan pejabat administrasi sesuai hukum, peraturan, 

dan kepentingan umum sebelum ditetapkan atau dilaksanakan. 

b. Pengawasan Represif 

Pengawasan yang dilakukan setelah tindakan atau keputusan administrasi 

dijalankan, untuk menilai apakah tindakan tersebut sesuai dengan hukum dan asas-

asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Dengan tujuan Memberikan kontrol 

hukum terhadap keputusan yang sudah berlaku, serta menyediakan mekanisme 

koreksi bila ditemukan pelanggaran atau penyimpangan. 

 

F. Penelitian yang Relevan  

Berdasarkan permasalahan yang telah diutarakan di latar belakang, penulis 

mengambil lima penelitian yang relevan dengan penelitian penulis, untuk 

penelitiannya seperti berikut :  

 
8 Philipus M. Hadjon. "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia". (Gadjah Mada University Press. 

Yogyakarta, 2005). 118- 119 
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TABEL 1 PENELITIAN RELEVAN TERDAHULU   

No Nama Pernerliti dan 

Jurdurl Pernerlitian 

Perrsamaan Perrberdaan Permbaharuran 

1 Riza Ananda Pu rtra 

(2021) derngan 

jurdurl 

Konserkurernsi 

Hurkurm Tindakan 

Pernyiaran Olerh 

Merdia Sosial 

Yang Tidak 

Diaturr Dalam 

U rndang-U rndang 

Nomor 32 Tahu rn 

2002 Terntang 

Pernyiaran. 

Perrsamaan 

kerdura 

pernerlitian ini 

adalah 

mermbahas 

terrkait hurkurm 

tindakan 

pernyiaran 

merdia digital. 

Pernerlitian 

terrdahurlur 

mermbahas 

konse rkurernsi 

hurkurm dari 

terrhadap 

pernyiaran olerh 

merdia sosial 

saja, 

serdangkan 

pernerliti yang 

akan lakurkan 

yaitur 

mermbahas 

kerwernangan 

perngawasan 

terrhadap 

pernyiaran 

merdia digital 

di Indonersia. 

Permbaharuran dari 

pernerlitian ini 

dibandingkan 

pernerlitian 

terrdahurlur yaitur 

lermbaga mana 

yang merndapat 

werwernang 

perngawasan 

pernyiaran di merdia 

digital. 

2. Fatmawati (2022) 

derngan jurdurl 

Perngawasan 

Komisi Pernyiaran 

Indonersia 

Terrhadap 

Perlaksanaaan 

Perdoman Perrilaku r 

Perrsamaan 

kerdura 

pernerlitian ini 

adalah 

mermbahas 

terrkait 

perngawasan 

lermbaga 

Pernerlitian 

terrdahurlur 

mermbahas 

perngawasan 

Komisi 

Pernyiaran 

Indonersia pada 

siaran terlervisi, 

Permbaharuran dari 

pernerlitian ini 

dibandingkan 

pernerlitian 

terrdahurlur yang 

tidak hanya 

terrpursat pada 

terlervisi, jurga pada 
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Pernyiaran dan 

Standar Program 

Siaran (P3SPS) 

Pada Siaran 

Terlervisi Tak 

Ramah Anak. 

pernyiaran di 

Indonersia 

serdangkan 

pernerliti yang 

akan lakurkan 

yaitur 

mermbahas 

kerwernangan 

perngawasan 

terrhadap 

pernyiaran 

merdia digital 

di Indonersia. 

pernyiaran merdia 

digital lainnya. 

3. T. M. Au rlia Akmal 

(2024) derngan 

jurdurl Perngawasan 

Kontern Siaran 

Pada Lermbaga 

Pernyiaran 

Berrlangganan 

(TV Kaberl) Olerh 

Komisi Pernyiaran 

Indonersia Daerrah 

Riaur 

Perrsamaan dari 

kerdura 

pernerlitian ini 

adalah 

mermbahas 

terrkait 

perngawasan 

kontern siaran 

dalam lermbaga 

pernyiaran. 

Pernerlitian 

terrdahurlur 

mermbahas 

Perngawasan 

kontern siaran 

pada lermbaga 

pernyiaran olerh 

KPI, 

serdangkan 

pernerliti yang 

akan lakurkan 

yaitur 

mermbahas 

kerwernangan 

perngawasan 

terrhadap 

pernyiaran 

merdia digital 

di Indonersia. 

Permbaharuran dari 

pernerlitian ini 

dibandingkan 

pernerlitian 

terrdahurlur 

werwernang Komisi 

Pernyiaran 

Indonersia yang 

terrbatas serhingga 

tidak merncakurp 

sermura merdia 

digital di Indonersia 

serhingga mernjadi 

kerkosongan di 

dalamnya. 

4. Oktavia Coni 

Raintung (2024) 

dengan judul 

Perrsamaan 

kerdura 

pernerlitian ini 

Pernerlitian 

terrdahurlur 

mermbahas 

Permbaharuran yang 

dilakurkan adalah 

terrkait objerk dari 
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Kewenangan 

Komisi Penyiaran 

Indonesia 

Terhadap 

Pengawasan 

Media Digital 

Ditinjau Dari 

Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 

2002 Tentang 

Penyiaran 

adalah 

mermbahas 

perngawasan 

pernyiaran di 

merdia digital. 

perran Komisi 

Pernyiaran 

Indonersia 

dalam 

perngawasan 

media digital, 

serdangkan 

yang akan 

pernerliti bahas 

terntang 

pernergakan 

hurkurm 

terrhadap 

perngawasan 

pernyiaran. 

pernerlitian. 

Pernerlitian 

terrdahurlur 

mernjadikan Komisi 

Penyiaran 

Indonesia sebagai 

objek pernerlitian 

serdangkan pernerliti 

akan melihat 

Lembaga mana 

yang berwenang. 

5. Elwindhi Febrian 

(2020) dengan 

judul Tinjauan 

Yuridis Mengenai 

Pengawasan 

Terhadap 

Pedoman Perilaku 

Penyiaran 

Platform Media 

Sosial Di 

Indonesia 

Perrsamaan 

kerdura 

pernerlitian ini 

adalah 

mermbahas 

terrkait 

pengawasan 

pernyiaran 

media di 

Indonersia 

Pernerlitian 

terrdahurlur 

mermbahas 

tinjauan 

yuridis 

pengawasan 

penyiaran 

media di 

Indonesia, 

serdangkan 

pernerliti yaitur 

mermbahas 

kerwernangan 

perngawasan 

terrhadap 

pernyiaran 

merdia digital 

di Indonersia. 

Permbaharuran 

terrdapat pada perran 

lermbaga yang 

mermiliki 

werwernang urnturk 

merngawasi 

pernyiaran merdia 

digital di Indonersia 
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Berdasarkan  beberapa penelitian di atas, penulis mengambil teori dari 

penelitian di atas yaitu teori kewenangan, terdapat tiga cara untuk memperoleh 

wewenang, yang terdiri dari atribusi, delegasi dan mandat. Pembaharuan dari 

penelitian sebelumnya yang akan penulis lakukan dalam hal peraturan dan 

lembaga. Pengawasan media digital baiknya diberikan suatu lembaga dan 

peraturan yang secara khusus mengatur terkait media digital atau tidak, dilakukan 

untuk menjaga moral dan etika masyarakat Indonesia. 

 

G. Metode Penelitian 

1. Jernis Pernerlitian 

Jernis pernerlitian yang pernurlis lakurkan terrgolong ker dalam pernerlitian normatif. 

Pernerlitian hu rkurm normatif se rndiri merrurpakan prose rs pernerlitian yang be rrfokurs 

mernerlaah aturran-aturran hurkurm, konserp-konserp dan doktrin-doktrin hurkurm. 

Pernurlis  baik se rbagai norma, kaidah, asas hu rkurm, asas hu rkurm, terori hurkurm, terori 

hurkurm dan literraturr lainnya yang dimaksu rdkan urnturk mernjawab perrtanyaan hurkurm 

yang serdang diterliti olerh pernurlis.9 

Pernerlitian hu rkurm normatif digu rnakan urnturk mernerlaah hurkurm dari berrbagi 

asperk serperrti dari pe rrbandingan teroritis, filosofis dan historis. Pe rnerlitian normatif 

digurnakan jurga urnturk mernernturkan kerbernaran dari sisi normatif,  tidak hanya dari 

sisi perraturran perru rndang-urndangan ataur hurkurm positif lainnya.10 

2. Pernderkatan Pernerlitian 

Pernderkatan yang pernurlis gu rnakan dalam pernerlitian ini :  

a. Pernderkatan Perrurndang-urndangan (staturter approach) 

Pernderkatan perr-urndang-urndangan, Pe rnderkatan yang mernerlaah  se rlurrurh 

perraturran perrurndang-urndangan yang berrkaitan derngan perrmasalahan hurku rm 

yang serdang diterliti (diserlidiki). Pernerliti dapat mermberrikan gambaran terrkait 

perraturran pe rrurndang-urndangan yang be rrhurburngan derngan kerwernangan 

perngawasan merdia digital. Pe rnderkatan ini dapat me rmurngkinkan pernerliti 

 
9 Muhaimin. “Metode Penelitian Hukum”, 2020, hlm 45. 
10 Muhaimin. “Metode Penelitian Hukum”, 2020, hlm 46. 



 

12 

urnturk mermberrikan analisis yang terrstrurkturr terntang kerwernangan perngawasan 

merdia digital di Indone rsia.11 

b. Pernderkatan konserptural (concerptural approach) 

Pernderkatan konse rptural ini berranjak dari  pada te rori-terori ataur konserp-konserp 

hurkurm yang berrkaitan derngan perrmasalahan hu rkurm. Pernderkatan pernerlitian 

ini dipilih u rnturk merncari masurkan atas perrmasalahan hurkurm dalam 

pernerlitian hu rkurm.12 Olerh karerna itur, dalam me rnernturkan pilihan, foku rs 

urtamanya adalah pada kersersuraian  pernderkatan terrhadap masalah hu rkurm. 

 

3. Su rmberr Bahan Hu rkurm Normatif 

Surmberr data yang dipakai dalam tu rlisan ini : 

a. Bahan Hu rkurm Primerr 

Bahan hu rkurm primerr mermpurnyai sifat me rmaksa dan me rngikat 

masyarakat yang terrdiri atas dari pe rraturran perrurndang-urndangan, kerpurtursan 

lermbaga Nergara dan doku rmern rersmi Nergara yang digu rnakan serbagai rurjurkan 

dalam skripsi. Bahan hurkurm primerr yang digu rnakan dalam turlisan ini serbagai 

berrikurt: 

• “Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran” yang 

mengatur penyiaran 

•  “U rndang-urndang (U rU r) Nomor 1 Tahu rn 2024 terntang Perrurbahan Kedua 

Atas U rndang-U rndang Nomor 11 Tahu rn 2008 Terntang Informasi Dan 

Transaksi Erlerktronik” yang merngaturr informasi Erlerktronik dan/atau r 

dokurmern erlerktronik se rrta merdia erlerktronik. 

b. Bahan Hu rkurm Serkurnderr 

Bahan hu rkurm serkurnderr berrasal dari bu rkur-burkur hurkurm yang mermiliki 

perngarurh. Bahan hu rkurm serkurnderr merlipu rti berrbagai jernis pu rblikasi yang 

mernerlaah dan me rnjerlaskan hu rkurm sperrti ju rrnal hurkurm, pandangan para ahli 

hurkurm (doktrin), kamu rs hurkurm dan hasil pe rnerlitian yang re rlervan derngan 

perrmasalahan hurkurm yang pernurlis terliti. 

 

 

 
11 Haryono, dalam Johnny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Malang, 

2005. hlm. 249. 
12 Muhaimin. “Metode Penelitian Hukum”, 2020, hlm 57. 
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4. Terknik Perngurmpurlan Bahan Hu rkurm 

Bahan hu rkurm yang dipakai dalam tu rlisan ini disu rsurn merlalu ri 

pernerlursurran, iderntifikasi, perngurmpurlan dan merncatat se rmura sermura bahan 

hurkurm yang rerlervan derngan perrmasalahan hu rkurm yang diterliti. Prose rs 

dilakurkan derngan merncari pernerlitian doku rmern baik di bu rkur, perrpurstakaan, 

dan merdia interrnert, serrta merdia dan lokasi lain yang re rlervan pernyerlersaian 

masalah. 

 Mertoder perngurmpurlan bahan hu rku rm primerr dan bahan hu rku rm 

serkurnderr derngan mertoder pernerlitian ke rpurstakaan, yaitur derngan 

merngerlompokkan se rtiap materri yang terlah didapatkan ke rmurdian me rmburat 

katalog urnturk sertiap rurmursan masalah, dan me rngerlompokkan 

(merngklasifikasikannya). 

5. Terknik Analisis 

Bahan hu rkurm yang terlah dikurmpurlkan, dikerlompokkan dan dibagi 

mernjadi berberrapa bab urnturk mermastikan bahan hu rkurm terrserburt terrstrurktu rr. 

Kermurdian data terrserburt diterlaah mernggurnakan terknik analisis  pre rskriptif  

derngan turjuran urnturk mermberrikan landasan terrhadap hasil pe rnerlitian yang 

dilakurkan. Pe rnalaran dilaku rkan u rnturk mermberrikan pandangan u rntu rk 

terntang kerbernaran dan kersalahan, apa yang se rharursnya mernjadi hurku rm, 

ataur urnturk merrurmurskan solursi  yang berrkaitan derngan masalah yang diterliti 

Prosers permbahasan dan analisis disimpu rlkan derngan mertoder berrfikir 

derdurktif. 

 

H. Sistematika Penulisan 

Sistermatika pernurlisan dalam turlisan ini me rmurat lima bab yaitur serbagai 

berrikurt : 

Bab I mermu rat Perndahurluran yang terrdapat latar be rlakang bagaimana 

pernerlitian ini bisa dilaku rkan, rurmursan masalah, tu rjuran pernerlitian dan manfaat 

pernerlitian, serrta turlisan rerlervan terrdahurlur serbagai acu ran, dan kerrangka terori. 

Bab II mernjerlaskan terrkait kajian purstaka yang berrisikan pemaparan terkait 

media digital dan kewenangan pengawasan. 
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Bab III pernerliti mernjerlaskan hasil temuan dan analisis yang merupakan 

jawaban dari rumusan masalah satu merngernai pelaksanaan perngawasan terrhadap 

pernyiaran merdia digital di Indonersia. 

Bab IV pernerliti mernjerlaskan hasil temuan dan analisis yang merupakan 

jawaban dari rumusan masalah dua yaitu akibat hukum dari pengawasan terhadap 

penyiaran media digital di Indonesia. 

Bab V merru rpakan pernurturp yang merrurpakan bagian akhir de rngan turjuran 

merrangkurm isi pernerlitian derngan mermberrikan kersimpurlan dan saran. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Kewenangan pengawasan terhadap penyiaran media digital di Indonesia 

merupakan kewenangan dari komdigi, namun dari kewenangan tersebut masih 

terdapat celah yang menyebabkan konten-konten negatif  terlepas dari pengawasan. 

Sehingga diperlukan penguatan kewenangan pengawasan dari komdigi yaitu 

membangun kerangka regulasi yang jelas dan adaptif, melakukan pengawasan 

berdasarkan pendekatan risiko, melakukan kolaborasi dengan platform media 

sosial, melakukan transparansi dan akuntabilitas pengawasan untuk menjaga 

kepercayaan publik dan pembentukan lembaga di bawah komdigi yang secara 

khusus mengawasi penyiaran media digital sebagai penguatan kewenangan 

komdigi. 

Peraturan pengawasan terhadap penyiaran media digital belum sepenuhnya 

ditegakkan dengan maksimal sehingga masih terdapat hal-hal negatif yang terlepas 

dari pengawasan sehingga menyebabkan akibat hukum seperti ketidakpastian 

hukum, lemahnya perlindungan hak konstitusional warga negara, ketidakefektifan 

lembaga. Oleh karena itu, diperlukan revisi atau harmonisasi peraturan perundang-

undangan untuk memberi dasar hukum eksplisit, harus menjaga independensi 

substantif meskipun ada koordinasi struktural dengan Kementerian, harus 

menjamin prinsip akuntabilitas, transparansi, perlindungan hak publik dan 

diperlukan mekanisme kontrol hukum dan etik yang mencegah penyalahgunaan 

kewenangan. 

 

B. Saran  

Berdasarkan paparan di atas penulis ingin memberikan beberapa saran, di 

antaranya yaitu : 

1. Pemerintah perlu segera membentuk lembaga yang memiliki dasar hukum kuat 

melalui undang-undang khusus agar mampu menjalankan fungsi pengawasan 

konten digital secara objektif, transparan, dan akuntabel. 

2. Diperlukan penyusunan kerangka hukum baru yang secara spesifik mengatur 

klasifikasi, pembatasan, serta mekanisme pemulihan konten digital. 
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